
 
 

 

 

WALIKOTA BATU 

PROVINSI JAWA TIMUR 
  

PERATURAN WALIKOTA BATU 
NOMOR   71   TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU 

TAHUN 2020 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
WALIKOTA BATU, 

 
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah Kota Batu Tahun 2020 dan dalam rangka 

melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka 

Peraturan Walikota Batu Nomor 48 Tahun 2019 

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota 

Batu Tahun 2020, perlu ditinjau kembali; 

b. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Juli Nomor: 

050/12.739/201.2/2020 Perihal Hasil Rekomendasi 

Fasilitasi Rancangan Akhir P-RKPD Kabupaten/Kota 

Tahun 2020; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 

2020; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4421);  

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4664); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4815);   

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan 

Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -               

Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - 

Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas 

Selatan; 

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2020; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun               

2005-2025; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun                  

2019-2024; 

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025; 

26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah; 

27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2017-2022; 

28. Peraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 

Pengembangan Daerah Kota Batu; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU 

TAHUN 2020. 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Batu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 

3. Walikota adalah Walikota Batu. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 

daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Batu. 

8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 

Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan,  Penelitian, dan Pengembangan 

Daerah Kota Batu. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah yang selanjutnya di singkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 

(satu) tahun. 

11. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah 

perubahan untuk dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk  periode 1 (satu) tahun. 

 

Pasal 2 

 

(1) Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran 

dari RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, 

sebagai perencanaan program yang disusun dengan 

landasan adanya perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), 

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 

pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar 

kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang 

menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 

sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran 

berjalan.  

(2) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN; 
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BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 

BERKENAAN; 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 

DAERAH; 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH;  

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH; dan 

BAB VI PENUTUP. 

(3) Uraian Rincian Perubahan RKPD Tahun 2020 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 3 
 

Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2  menjadi dasar dalam penyusunan 

Kebijakan Umum Perubahan  Anggaran (KUPA) dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu 

Tahun 2020. 

 
Pasal 4 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 
 

Ditetapkan di Batu 

pada tanggal  21 Juli 2020 
 

WALIKOTA BATU, 

 
          

ttd 

 
 

DEWANTI RUMPOKO 

Diundangkan di Batu  

pada tanggal        21 Juli            2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 

 

 
ZADIM EFFISIENSI 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 71/E 


